
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Dalam setiap sistem perekonomian, apakah sistem sosialis atau sistem kapitalis,

pemerintah selalu mempunyai peranan penting. Peranan pemerintah sangat besar

dalam sistem perekonomoian sosialis, tetapi sangat terbatas dalam sistem

perekonamian kapitalis murni seperti sistem kapitalis yang digambarkan oleh

Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya

mempunyai tiga fungsi yaitu :

1). Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan;

2). Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan;

3). Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan

oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam dan sebagainya.

Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam

tiga golongan besar yaitu :

1. Peran Alokasi

Yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada

agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Pada

dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah

harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan

dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan



digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus

menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar

harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh

rumah tangga perusahaan.

1. Peran Distribusi

Yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya kesempatan dan

hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Menyangkut peran distribusi ini yang

harus dilakukan pemerintah adalah :

a. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya

ekonomi dilaksanakan secara efisien

b.Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi

secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan:

 Perpajakan

 Subsidi

 Pengentasan kemiskinan

 Transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin

 Bantuan pendidikan

 Bantuan kesehatan, dll

3. Peran Stabilisasi

Yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan

memulihkanya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Pemerintah mempunyai

peran utama sebagai alat stabilitas perekonomian. Pada pemerintahan modern saat

ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak



swasta / perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk

menjaga agar perekonomian berjalan normal:

1) Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak

merembet ke sektor lain.

2 )Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif:

 inflasi terkendali

 sistem keamanan terjamin

 kepastian hukum terjaga

B. Pengeluaran Pemerintah

1. Tolak Ukur Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Negara merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam melaksanakan

fungsi alokasinya. Ada beberapa tolak ukur untuk melihat seberapa besar peran

pemerintah dalam suatu perekonomian. Tolak ukur tersebut yaitu :

1. Pengeluaran pemerintah

2. Besarnya penerimaan pajak oleh pemerintah

3. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor public

4. Jumlah unit organisasi pemerintah

5. Perkiraan beban yang ditanggung oleh individu masyarakat akibat peperpu.

Pengeluaran Negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan suatu

pemerintah dan prioritas kegiatan yang dipihnya (Nudjaman A, 1992:11).

2. Jenis Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (G=Goverment Spending / Expediture) pada dasarnya

meliputi belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan (untuk daerah-daerah)



Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua kelompok besar (T. Gilarso, 2004:29)

I. Belanja pemerintah pusat, yang dirinci meliputi:

a Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran pemerintah yang ditunjukkan untuk

membiayai kegiatan rutin pelaksanaan pemerintah.Terdapat 5 jenis

pengeluaran (belanja) rutin :

- Belanja pegawai (gaji, pensiun, uang makan, uan jalan, dll)

- Belanja barang (kertas, mobil, pemeliharaan gedung, dll)

- Subsidi daerah otonom

- Bunga dan cicilan hutang (dalam negeri dan luar negeri)

- dan lain-lain (seperti pengeluaran untuk pemilu, upah pungut pajak, PBB,

pembayaran jasa giro dan lain-lain).

b. Pengeluaran pembangunan yaitu yang tujuannya untuk memajukan

kegiatan ekonomi di bidang industri, pertanian, perhubungan, kesehatan,

pendidikan, perluasan kesempatan kerja, dll. Pengeluaran pembagunan

sebagian besar digolongkan sebagai investasi dan dilaksanakan dalam

bentuk proyek-proyek pembangunan.

II.   Dana Berimbang, yaitu subsidi kepada daerah melalui yang disebut Dana

Bagi Hasi dan Dana Alokasi umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus

(DAK)

Melalui pengeluaran ini pemerintah ikut serta dalam arus uang dan arus barang

atau jasa dan dengan demikian dapat mempengaruhi seluruh kegiatan kehidupan

ekonomi.



3. Subsidi

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau

rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat

memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar

atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk

mengurangi harga atau menambah keluaran (output).

Kemudian menurut M. Suparmoko (2003:34), subsidi (transfer) adalah salah satu

bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang

akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami

peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-

barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi

dapat dibedakan  dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (cash

transfer) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (in kind subsidy).

a. Subsidi dalam Bentuk Uang

Subsidi bentuk ini diberikan oleh pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan

penghasilan atau kepada produsen untuk dapat menurunkan harga barang.

Keunggulan subsidi dalam bentuk uang kepada konsumen:

1. Kepuasan yang diperoleh masyarakat bisa lebih maksimal karena dengan

adanya subsidi tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta tidak

membatasi pilihan masyarakat/konsumen akan suatu barang

2.  Jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi uang tersebut

jauh lebih kecil ketimbang subsidi barang.



Misalkan Pemerintah ingin menolong rakyatnya (konsumen) untuk dapat membeli

beras dengan harga yang 50% lebih rendah dan yang 50%-nya dibayar oleh

pemerintah agar program tersebut tidak merugikan para petani. Penjelasan lebih

lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini (Gambar 1)

Gambar 1. Pergeseran kurva tak acuh yang menggambarkan kepuasan
konsumen terhadap pemberian subsidi oleh pemerintah

Keterangan :

A = Jumlah beras yang dikonsumsi
IC = Indiference curve
IJ = Subsidi yang ditanggung oleh pemerintah
BD = Garis Anggaran
GH = Pergeseran garis anggaran
BG = Kenaikan pendapatan konsumen karena subsidi

Pada gambar 1, sumbu vertikal menunjukan banyaknya pendapatan per kesatuan

waktu, sedangkan sumbu horizontal menunjukan banyaknya beras per kesatuan

waktu. Dengan pendapatan dan harga beras yang tertentu, seorang konsumen

individuil itu berada dalam keadaan keseimbangan pada titik A, dimana ia

O A1 A2A3 D H Q

E
M

IC1

J

I

C

N

B

G

P

A

K R

L
F

IC3

IC2

Beras

P
e
n
d
a
p
a
t
a
n



mengkonsumsi beras sebanyak OA1, dan membelanjakan pendapatannya

sebanyak BC. Bila tanpa program pemerintah dalam bentuk subsidi penurunan

harga, maka kalau konsumen ingin membeli atau mengkonsumsi beras sebanyak

OA2, berarti konsumen itu harus membayarkan pendapatannya sebesar BJ. Jadi

besarnya subsidi yang ditanggung oleh pemerintah adalah sebesar BJ – BI = IJ.

Dari gambar 1 kita dapat lihat bahwa BG < IJ. Hal ini karena BD // GH, maka BG

= LM, kerena LM < FM dan FM = IJ, maka BG < IJ. Oleh karenanya dapat kita

simpulkan bahwa biaya subsidi dalam bentuk penurunan harga lebih besar

daripada subsidi dalam bentuk uang pada konsumen.

b. Subsidi dalam Bentuk Barang

Subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang

tertentu yaitu pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah

yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran

dibawah harga pasar. Pengaruh subsidi barang (innatura) adalah:

1. Mengurangi jumlah pembelian untuk barang yang disubsidi tetapi konsumsi

total bertambah, misalkan pemerintah memberikan subsidi pangan tanpa harga

dengan syarat konsumen tidak boleh menjual kembali barang tersebut. Untuk

lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2 .



Gambar 2.  Pergeseran kurva tak acuh yang menggambarkan bahwa susbsidi
mengurangi jumlah pembelian konsumen

Keterangan :

E = Keseimbangan Konsumen sebelum ada subsidi
F = Kuantitas Pangan yang dikonsumsi
M = Barang lain
MM’M’ = Garis Anggaran
E’ = Keseimbangan baru
IC = Indiference Curve

Gambar 2 menunjukan sebelum ada subsidi keseimbangan konsumen pada

titik E, dengan kuantitas pangan yang dikonsumsikan sebesar F1, dan barang

lain sebesar M1. Pemerintah memberikan subsidi pangan sebesar OFg tanpa

harga, tetapi konsumen tidak boleh menjual kembali barang tersebut. Ini

berarti konsumen dapat mengkonsumsikan OFg tanpa mengurangin
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pendapatnnya. Garis anggaran menjadi MM’N’, hal ini disebabkan oleh

pemberian subsidi oleh pemerintah sebesar OFg, dimana MM’ = OFg.Garis

anggaran menjadi MM’N’  karena konsumen tidak boleh menjual kembali

barang yang disubsidikan yang telah diterimanya tadi. Oleh karena itu garis

anggaran bukan M”M’N’ tetapi MM’N’. Keseimbangan baru ada di titik E’.

Pembelian barang yang diberi subsidi (pangan) sesudah ada subsidi hanya

sebesar F1F2 yang lebih kecil dari OF1.  Ini berarti ada pengurangan pembelian

oleh konsumen terhadap jenis barang yang diberikan sebagai subsidi. Dalam

contoh angka FgF2,= 20 dan OF1 = 40. Tetapi konsumsi keseluruhan

meningkat dari OF1 menjadi OF2.

2. Tidak mengubah konsumsi total, hal ini terjadi jika pemerintah disamping

memberikan subsidi juga menarik pajak yang sama besarnya dengan subsidi.

Pada gambar 2 garis anggaran setelah ada subsidi adalah MM’N’, dengan titik

keseimbangan pada titik E’. Kemudian pemerintah mengenakan pajak yang

sama besarnya dengan subsidi, yang akan menggeser garis anggaran ke MN,

dengan titik keseimbangan kembali ke E. Maka jumlah konsumsi barang yang

diberikan sebagai subsidi tetap tidak berubah.

3. Konsumsi menjadi terlalu tinggi (overconsumption), hal ini terjadi jika jumlah

yang disediakan oleh pemerintah lebih besar daripada jumlah sesungguhnya

yang tersedia untuk dibeli konsumen, misalkan suatu keluarga dengan 2 orang

anak disubsidi rumah dengan 3 kamar tidur. Padahal kalau subsidi dalam

bentuk uang, keluarga itu hanya akan menggunakan rumah dengan 2 kamar

tidur. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Pergeseran kurva tak acuh yang menunjukkan bahwa subsidi
dapat  meningkatkan konsumsi.

Keterangan :
E = Keseimbangan Konsumen sebelum ada subsidi
F = Kuantitas Pangan yang dikonsumsi
M = Barang lain
MN = Garis Anggaran sebelum subsidi
M’N’ = Garis Anggaran sesudah subsidi
E’ = Keseimbangan baru
IC = Indiference Curve

Pada gambar 3 terlihat bahwa sebelum subsidi anggaran MN, dengan

keseimbangan pada titik E. Jumlah yang dikonsumsiakn OF1. Kemudian

pemerintah memberi subsidi yang akan menggeser garis anggaran menjadi

MM’N’, jumlah yang dikonsumsikan Ofg, Yakni sebesar jumlah barang yang

disediakan oleh pemerintah. Andaikan ada subsidi uang senilai subsidi MM’.

Garis anggaran menjadi M”M’N’, dengan keseimbangan pada E’, dan jumlah

yang dikonsumsiakn sebesar OF2. Maka ini berarti ada kelebihan konsumsi

(over consumption) sebesar FgF2.
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4. Konsumsi menjadi terlalu rendah (underconsumption), hal ini terjadi kalau

jumlah subsidi yang disediakan oleh pemerintah lebih kecil daripada

jumlah yang diharapkan oleh konsumen, misalkan pemerintah

menyediakan rumah bersubsidi tipe 36 dengan 2 kamar tidur saja padahal

yang dibutuhkan konsumen rumah dengan tipe 54 dengan 3 kamar tidur.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.

Gambar 4.  Pergeseran Kurva Tak Acuh yang Menggambarkan Subsidi dapat
Menurunkan Konsumsi

Keterangan :
E = Keseimbangan Konsumen sebelum ada subsidi
H = Jumlah Barang
M = Barang lain
MN = Garis Anggaran sebelum subsidi
M’N’ = Garis Anggaran sesudah subsidi
E’ = Keseimbangan baru
IC = Indiference Curve
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Gambar 4 menunjukan sebelum ada subsidi dalam bentuk barang, konsumen

mengkonsumsi sebanyak OH1 dengan keseimbangan pada titik E, yaitu

persinggungan antara kurva tak acuh IC, dan garis anggran MN. Kemudian

pemerintah memberikan subsidi barang sebesar OH2 MM’, sehingga mengubah

garis anggaran MM’N’, konsumen berada pada titik keseimbangan dan konusmen

mengkonsumsi OH2. Andaikan konsumen mempunyai uang tunai senilai subsidi

itu dia berkeinginan untuk mengkonsumsi barang sebesar OH3. Ini berarti

pemerintah menyediakan subsidi innatura terlalu kecil. Dengan adanya subsidi

dalam bentuk barang ini akan berarti ada pengurangan jumlah dikonsumsikan

sebesar H1H2. Dengan mengkonsumsi barang sebesar OH3, konsumen menjadi

lebih baik karena berada pada kura tak acuh IC3 yang lebih tinggi dibanding

dengan subsidi barang maupun tanpa subsidi.Jadi terdapat konsumsi yang terlalu

rendah sebesar H2H3. Hal ini disebabkan, apabila konsumen mempunyai uang

tunai, maka jumlah yang dikehendaki adalah sebesar OH3 dan kalau subsidi

barang, jumlah yang dikonsumsi hanya OH2. Dengan kata lain konsumen tidak

mampu membeli tambahan barang tersebut kecuali yang disubsidi oleh

pemerintah.

Menurut Davey yang dikutip dalam Wahyu Ismoyo (2008:17-18) tujuan subsidi

adalah :

1. Membiayai sebagian/seluruh biaya penyediaan barang dan jasa untuk

kepentingan sosial.

2. Mendorong upaya pemerintah daerah untuk program pembangunan dan

pelayanan sehingga sejalan dengan kebijaksanaan nasional.

3. Menyokong pertumbuhan daerah.



C. Definisi Kemiskinan

Secara harfiyah , kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti ” tidak

berharta benda” . Secara lebih luas kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu

kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok yang

dengan kondisi tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial yang lain.

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan

memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya

kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek

sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan

terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau

yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok

masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga

mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan

struktural).

Menurut Chambers yang dikutip oleh Britha Mikkelsen (2003:194) kemiskinan

merupakan suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan yaitu suatu keadaan

minus (deprivation) hal tersebut berkaitan dengan minimnya pendapatan dan

harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan

merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda

dan harus menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Sedangkan kemiskinan menurut Kartasasmita (1993 : 34) adalah situasi serba

kekurangan yang terjadi bukan hanya karena dikehendaki oleh si miskin,



melainkan karena tidak bias dihindari dengan kekuatan yang apa adanya.

Kemiskinan moral, kemiskinan ilmu pengetahuan atau kemiskinan materiil.

Namun untuk menyederhanakan pendekatan dalam mengatasinya, kita batasi arti

kemiskinan pada kemiskinan materiil yang diukur dengan rendahnya tingkat

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Definisi kemiskinan yang dirumuskan oleh BPS (2007 : 5-8) adalah sebagai

berikut :

1. Kemiskinan Relatif : merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan

pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat

sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

2. Kemiskinan Absolut : ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk

mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan,

perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

3. Kemiskinan Struktural : yaitu kemiskinan yang menggejala bukan oleh sebab-

sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab

tatanan sosial yang tidak adil.

4. Kemiskinan Kultural : yaitu diakibatkan oleh faktor-faktor adaptasi dan

kebudayaan suatu daerah tertentu yang membelengu seseorang tetap melekat

dengan indikator kemiskinan.

Konsep kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang atau rumah tangga

untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non-makanan.

Seseorang atau rumah tangga dikatakan miskin apabila kehidupannya dalam

konsisi serba kekerungan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.



Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang

disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan (Badan Pusat Statistik).

Dari beberapa pengertian kemiskinan tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan

bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana sejumlah atau sekelompok orang

yang mengalami situasi dimana pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tidak

terpenuhi yang dilator belakangi oleh ketidak mampuan dalam bidang ekonomi,

baik dari segi materi maupun non-materi yang dibandingkan dengan standar

kehidupan yang umum berlaku dalam kelompok masyarakat.

Kemiskinan dapat berakibat antara lain :

1. Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat

2. Rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat

3. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat

4. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat

5. Kemungkinann merosotnya mutu generasi

Strategi  Bank Dunia dalam penanggulangan kemiskinan yang dikemukakan oleh

Britha Mikkelsen (2003:192) yakni :

1. Membuka kesempatan ekonomi untu golongan miskin

Mengembangkan pertumbuhan padat-karya

Meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan kecil dan petani kecil

2. Investasi dalam sumber daya manusia

- Memfokuskan pengeluaran pemerintah pada golongan miskin terutama

perbaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan



3. Pemberian jaring pengaman untuk melindungi mata pencaharian

- Dana-dana sosial yakni dana pemerintah untuk menunjang jaring pengaman

informal.

D. Pengertian Efektifitas

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini

sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab

dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan

sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya

proses kegiatan. Georgopuolos dalam Hessel (2005:169) mengemukakan bahwa

efektivitas adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem

sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi

tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu

di antara anggota-anggotanya.

Efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses, efektivitas berkenaan

dengan derajat pencapaian tujuan baik secara ekplisit maupun implicit, yaitu

seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai

(Fremont E.Kas dalam Sugiyono, 2006:23). Sedangkan Fadel (2008:23)

mengemukakan efektivitas yaitu tingkat ketercapaian tujuan, atau memenuhi

kebutuhan social dan ekonomi yang dihadapi, baik dalam arti ketepatan

pencapaian output, maupun pencapaian income.

Secara umum efektifitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas

usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas.

Efektiftas merupakan salah satu ukuran dalam menentukan suatu keberhasilan



suatu program atau rencana. Tujuan menjadi indikator dalam menentukan

efektifitas, oleh karenya tujuan dari suatu program harus jelas agar pada akhirnya

dapat diketahui apakah rencana dari suatu program tersebut telah terlaksana.

Hessel (2005:139) mengemukakan 2 aspek yang menyangkut efektivitas:

1. Tujuan Organisasi

2. Pelaksanaan fungsi atau cara mencapai tujuan tersebut

Permasalahan yang sering muncul dalam konsep efektivitas adalah didalam

pendefinisian konsep, hal ini ditandai dengan banyaknya pendekatan sebagai alat

ukur yang digunakan untuk melihat efektivitas. Gibson dalam Hessel (2005:141)

mengemukakan 7 ukuran dalam mengukur efektivitas antara lain:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap

4. Perencanaan yang matang.

5. Penyusunan program yang tepat.

6. Tersedianya sarana dan prasarana.

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

F.  Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Pengertian

BLT merupakan salah satu jaringan pengaman sosial (JPS) dalam rangka

meminimalisir dampak kenaikkan BBM bagi masyarakat miskin untuk memebuhi

kebutuhan hidupnya. Bantuan Langsung Tunai atau cash transfer merupakan

subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin berupa uang tunai.



2. Tujuan

Tujuan dari program bantuan langsung tunai (BLT) bagi rumah tangga sasaran

dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah:

1.  Membantu masyarakat miskin agar dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Mencegah penurunan taraf kesejahterahan masyarakat miskin akibat kesulitan

ekonomi

3.  Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

3. Sasaran

Penerima bantuan langsung tunai adalah rumah tangga sasaran sebanya 19,1 juta

rumah tangga sasaran hasil pendataan BPS. Yang meliputi rumah tangga sangat

miskin (poorest), rumah tangga mskin (poor), dan rumah tangga hampir miskin

(near poor) di seluruh wilayah Indonesia.,

Dari keterangan yang diperoleh penulis, diketahui bahwa indikator awal yang

digunakan adalah tingkat pendapatan orang miskin atau dikenal dengan garis

kemiskinan. Dengan menggunakan definisi BPS, pemerintah menyatakan bahwa

seseorang disebut mendekati miskin dan berhak memperoleh dana BLT jika

memiliki tingkat pendapatan di bawah Rp 175 ribu per bulan. Tentunya angka ini

merupakan angka rata-rata dari pendapatan seluruh anggota rumah tangga,

sehingga jika dikembalikan kepada definisi dari rumah tangga miskin, maka

angka ini perlu dikalikan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga, yang

diasumsikan sama dengan 4 orang. Implikasinya, rumah tangga dikatakan

mendekati miskin dan memperoleh dana BLT jika memiliki pendapatan kurang

dari Rp 700 ribu per bulan.



Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah

dalam menentukan target rumah tangga penerima bantuan. Selain itu, terdapat 14

indikator yang ditanyakan dalam survey BPS (2007:26), yaitu :

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk

masing-masing anggota keluarga.

b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu

berkualitas rendah.

c. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu

berkualitas rendah.

d. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama

dengan keluarga lain.

e. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak

terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.

f. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.

g. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang,

atau minyak tanah.

h. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya

sekali dalam seminggu.

i. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.

j. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.

k. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau

poliklinik.

l. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan

setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak,



pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal

Rp600 ribu per bulan.

m. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan

tidak lebih dari SD.

n. Tidak memiliki harta senilai Rp500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas,

TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit/non-kredit), kapal motor,

tanah, atau barang modal lainnya.

4. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai  kepada rumah tangga sasaran

didasarkan pada instruksi Presiden Republik Indonesia Np. 3 Tahun 2008 tanggal

14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk

Rumah Tangga Sasaran

5. Mekanisme dan Tahapan Program

Secara umum, tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran dana

BLT-RTS adalah :

a. Sosialisasi program bantuan langsung tunai dilaksanakan oleh Departemen

Komunikasi dan Informatika, Departemen Sosial, bersama dengna

Kementrian/Lembaga di Pusan bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan

Kabupaten/ kota, Aparat Kecamatan dan Tenaga Kesejaterahan Sosial

Masyarakat (Karang Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA),

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

b. Penyiapan data rumah tangga sasaran dilaksanakan Badan Pusat Statistik

(BPS pusat) . Daftar nama dan alamat yang telah tersedia disimpan dalam

sistem database BPS, Departemen Sosial, dan PT Pos Indonesia.



c. Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran dari

BPS Pusat ke PT Pos Indonesia.

d. Pencetakan KKB Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran

(KKB) berdasarkan data yang diterima oleh PT Pos Indonesia.

e. Penandatanganan KKB oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

f. Pengiriman KKB ke Kantor Pos seluruh Indonesia

g. Pengecekan kelayakan daftar Rumah Tangga Sasaran di tingkat Desa/

Kelurahan.

h. Penerima Program Keluarga Harapan juga akan menerima BLT-RTS,

sehingga dimasukkan sebagai Rumah Tangga Sasaran yang masuk dalam

daftar.

i. Pembagian KKB kepada Rumah Tangga Sasaran oleh Petugas Kantor Pos

dibantu aparat desa/ kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, serta

aparat keamanan setempat jika diperlukan.

j. Pencairan BLT-RTS oleh Rumah Tangga Sasaran berdasarkan KKB di Kantor

Pos atau di lokasi-lokasi pembayaran yang telah ditetapkan.

k. Pembayaran terhadap penerima KKB dilakukan untuk periode Juni s.d

Agustus sebesar Rp. 300.000,- dan periode September s.d Desember sebesar

Rp.400.000,-. Penjadwalan pembayaran pada setiap periode menjadi

kewenangan dari PT. Pos Indonesia.

l. Jika kondisi penerima KKB tidak memiliki identitas sebagai persyaratan

kelengkapan verifikasi proses bayar, maka proses bayar dilakukan dengan

verifikasi bukti diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan

dari Kelurahan, dll).

m. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLTRTS oleh tim terpadu.



n. Pelaporan bulanan oleh PT. Pos Indonesia kepada Departemen Sosial.

o. Mekanisme dan tahapan administrasi diatur lebih lanjut dalam Perjanjian

Kerjasama antara Depsos, PT Pos Indonesia dan PT. BRI, serta Peraturan

Dirjen Perbendaharaan.

Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-RTS, akan dilaksanakan pemutakhiran data

(updating) terhadap data Rumah Tangga Sasaran oleh BPS dan mitra yang

dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hasil pemutakhiran data

tersebut akan digunakan untuk penajaman sasaran Program BLT-RTS tahun 2009,

Program Raskin, Program BOS, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat/

Askeskin dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dengan demikian, pada masa yang

akan datang akan tercipta sistem database kemiskinan yang terpadu dan lintas

sektor dengan target sasaran yang sama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,

keberlanjutan dan keterpaduan penanggulangan kemiskinan.



Gambar 5.  Skema Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Rumah

( Tim Penyusun Juknis Penyaluran BLT : 15 )
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Gambar 6. Struktur Organisasi Program Bantuan Langsung Tunai
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